	
	[bookmark: _GoBack]Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Kajian Historis dan Yuridis dalam Sistem Hukum Indonesia



Arya Farhan Azizi S
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
E-mail: aryafarhanazizis1@gmail.com

	Artikel Info
	Abstrak

	Sejarah Artikel
Received : 2026-04-11
Revised: 2024-07-21
Published: 2024-08-01

Kata kunci:
Korupsi., regulasi., sejarah., hokum., KPK.
	Tulisan ini bertujuan untuk memahami sejarah regulasi korupsi melalui pendekatan hukum, historis, dan internasional. Korupsi dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mencakup berbagai bentuk seperti suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perspektif internasional melalui UNCAC serta pandangan para ahli menegaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.Sejarah menunjukkan bahwa praktik korupsi telah ada sejak peradaban kuno dan terus berkembang hingga era modern. Di Indonesia, regulasi korupsi mengalami perkembangan dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi yang ditandai dengan pembentukan KPK.Secara global, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance menjadi dasar utama pemberantasan korupsi. Dengan demikian, regulasi korupsi terus berkembang guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
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I. PENDAHULUAN
Korupsi merupakan permasalahan fundamental yang telah mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak peradaban manusia pertama kali berdiri. Praktik penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ini bukan sekadar persoalan hukum semata, melainkan telah menjadi ancaman serius terhadap tatanan sosial, ekonomi, dan moral suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, korupsi telah terbukti menghambat laju pembangunan nasional dan menciptakan ketidakadilan yang meluas di tengah masyarakat. 
Korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena dampak yang ditimbulkannya jauh melampaui kerugian materiil semata. Kejahatan ini bersifat sistemik, terorganisir, dan mampu merusak sendi-sendi kehidupan bernegara secara menyeluruh. Sebagaimana diungkapkan oleh Transparency International, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, yang pada gilirannya merongrong legitimasi institusi-institusi negara dan mengikis kepercayaan publik. 
Mengkaji sejarah regulasi korupsi menjadi sangat penting karena memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana masyarakat dari berbagai peradaban berupaya mengatasi masalah ini. Dari peradaban Romawi kuno yang telah mengenal konsep crimen repetundarum (kejahatan pemerasan oleh pejabat), hingga perkembangan hukum modern yang semakin canggih dalam menjerat pelaku korupsi, perjalanan panjang regulasi antikorupsi mencerminkan kesadaran kolektif umat manusia akan bahaya praktik koruptif. 
Di Indonesia, regulasi pemberantasan korupsi telah mengalami evolusi yang panjang dan berliku. Dimulai dari warisan hukum kolonial Belanda melalui Wetboek van Strafrecht (KUHP), kemudian berlanjut melalui berbagai peraturan perundang-undangan di era kemerdekaan, hingga pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada era reformasi sebagai wujud komitmen negara dalam memberantas korupsi secara sistematis dan independen. 
Dalam perspektif internasional, kesadaran global terhadap bahaya korupsi semakin menguat sejak akhir abad ke-20. Berbagai konvensi internasional telah lahir sebagai respons atas meluasnya praktik korupsi lintas batas negara. Puncaknya adalah lahirnya United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003, yang hingga kini menjadi instrumen hukum internasional terkomprehensif dalam upaya global pemberantasan korupsi.
II. METODE PENELITIAN
Metode pembelajaran untuk topik “Memahami Sejarah Regulasi Korupsi” menggunakan pendekatan historis dan analitis. Pembelajaran diawali dengan ceramah interaktif untuk memberikan pemahaman dasar, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan timeline agar peserta didik memahami perkembangan regulasi dari masa ke masa. Selanjutnya, diskusi dan studi kasus digunakan untuk menganalisis faktor perubahan serta mengaitkan teori dengan kondisi nyata. Dengan metode ini, peserta didik tidak hanya mengetahui sejarah, tetapi juga mampu berpikir kritis terhadap perkembangan regulasi korupsi.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Korupsi dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Korupsi mencakup berbagai bentuk seperti suap, gratifikasi, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang.
Secara internasional, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sebagaimana diatur dalam UNCAC. Selain itu, praktik korupsi telah ada sejak peradaban kuno dan terus berkembang hingga saat ini.
Di Indonesia, regulasi korupsi mengalami perkembangan signifikan dari masa kolonial hingga era reformasi, yang ditandai dengan penguatan hukum dan pembentukan KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi
B. Pembahasan
Sejarah regulasi korupsi menunjukkan bahwa korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut dimensi sosial, politik, dan ekonomi (Transparency International, 2022). Dalam konteks hukum positif Indonesia, korupsi telah dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berpotensi merugikan keuangan negara. Definisi ini menegaskan bahwa korupsi tidak hanya dilihat dari tindakan yang  dilakukan, tetapi juga dari akibat yang ditimbulkan terhadap kepentingan public (KPK, 2023).
Pengaturan hukum tersebut juga menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam klasifikasi tindak pidana korupsi, yang mencakup berbagai bentuk seperti suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang (Arifin, 2020). Hal ini mencerminkan bahwa korupsi telah berkembang dalam berbagai modus operandi yang semakin kompleks, sehingga membutuhkan instrumen hukum yang lebih komprehensif dan adaptif (Rahman, 2021).
Dari perspektif internasional, korupsi dipandang sebagai kejahatan lintas negara yang memerlukan kerja sama global (UNODC, 2021). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 menjadi landasan utama dalam upaya pemberantasan korupsi secara internasional (UNODC, 2020). UNCAC tidak hanya menekankan pada aspek penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, kerja sama internasional, dan pemulihan aset. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan good governance menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Transparency International, 2022).
Pandangan para ahli juga memberikan kontribusi penting dalam memahami akar penyebab korupsi. Teori yang dikemukakan oleh Robert Klitgaard, misalnya, menunjukkan bahwa korupsi terjadi akibat adanya monopoli kekuasaan dan keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang tidak diimbangi dengan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh kelemahan sistem dan struktur kelembagaan (Hidayat, 2023).
Secara historis, praktik korupsi telah ada sejak peradaban kuno, seperti di Mesir, Romawi, dan India (Widodo, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah klasik yang terus berulang dalam berbagai bentuk. Seiring perkembangan zaman, masyarakat mulai menyadari pentingnya regulasi untuk mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan (Nugroho, 2022). kemudian melahirkan berbagai instrumen hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.
Di Indonesia, perkembangan regulasi korupsi dapat dilihat secara kronologis mulai dari masa kolonial hingga era reformasi (Santoso, 2021). Pada masa kolonial, pengaturan korupsi masih bersifat terbatas dan diskriminatif. Memasuki masa Orde Lama dan Orde Baru, regulasi mulai mengalami perkembangan, meskipun penegakan hukumnya masih lemah akibat faktor politik (Kurniawan, 2020). sistem pemerintahan yang belum mendukung transparansi.
Perubahan signifikan terjadi pada era reformasi, di mana lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2023). menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK sebagai lembaga independen memiliki kewenangan luas yang memungkinkan penegakan hukum dilakukan secara lebih efektif dan professional (Halim, 2022).
Selain itu, pengaruh internasional juga berperan penting dalam mendorong pembaruan hukum di Indonesia. Ratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengadopsi standar global pemberantasan korupsi (UNODC, 2021). Hal ini tercermin dalam penguatan regulasi terkait transparansi, akuntabilitas, perlindungan saksi, serta kerja sama internasional dalam penanganan kasus korupsi (Transparency International, 2023).
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang kuat, tetapi juga pada efektivitas implementasi, integritas aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat (Hidayat, 2023). Sinergi antara aspek hukum, kelembagaan, dan budaya anti-korupsi menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Korupsi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, politik, dan ekonomi. Di Indonesia, korupsi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mencakup berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Perkembangan regulasi menunjukkan adanya upaya serius negara dalam menyesuaikan hukum dengan dinamika praktik korupsi yang semakin kompleks.

Secara internasional, keberadaan UNCAC memperkuat kerja sama global dalam pemberantasan korupsi melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Di Indonesia sendiri, kemajuan signifikan terjadi pada era reformasi dengan pembentukan KPK. Namun, keberhasilan pemberantasan korupsi tetap dipengaruhi oleh efektivitas implementasi hukum, integritas aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat.

B. Saran
	Pemerintah perlu terus memperkuat penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar memberikan efek jera. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus ditingkatkan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Peran lembaga seperti KPK juga harus dijaga independensinya agar tetap efektif dalam memberantas korupsi.

	Di sisi lain, partisipasi masyarakat perlu terus didorong melalui edukasi dan peningkatan kesadaran hukum, sehingga tercipta budaya anti-korupsi yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
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